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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh persepsi kemudahan penerapan e-
Faktur terhadap efektivitas pelaporan pajak. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Teknik 
pengambilan sampel dengan menggunakan rumus Slovin, dengan jumlah responden sebanyak 140. 
Jenis data yang digunakan adalah data primer, teknik analisis yang digunakan adalah dengan 
menggunakan pengujian SPSS 23. Teknik analisis regresi linear di dapat nilai t hitung sebesar 
sebesar 13,724 dan t tabel 1,977 yang berarti t hitung lebih besar dari  t tabel. Sehingga menunjukkan 
bahwa persepsi kemudahan penerapan e-Faktur berpengaruh yang signifikan terhadap efektivitas 
pelaporan pajak. 
 
Kata kunci: Persepsi Kemudahan, Penerapan e-Faktur, Efektivitas Pelaporan Pajak 
 
Abstract 
This study aims to determine the effect of ease of e-invoice perception of the effectiveness 
of tax reporting. This research uses quantitative method. Sampling technique using Slovin formula, 
with the number of respondents as much as 140. The type of data used is the primary data, the 
analysis technique used is to use the SPSS test 23. Linear regression analysis techniques in can t 
value of 13.724 and t table 1.977 means t count is greater than t table. So it shows that the ease of 
e-Invoice perception have a significant effect on the effectiveness of tax reporting. 
 




1.1 Latar Belakang 
Penerimaan pajak merupakan sumber utama pendapatan negara dalam pembiayaan 
pemerintah dan pembangunan. Pajak bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui 
perbaikan dan peningkatan sarana publik. Alokasi pajak tidak hanya diberikan kepada rakyat 
yang membayar pajak tetapi juga untuk kepentingan rakyat yang tidak membayar pajak. 
Dengan demikian, peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam 
menunjang jalannya roda pemerintahan. Peran sektor Perpajakan bagi pendapatan Negara saat 
ini cukup besar, dan menjadi salah satu andalan bagi penerimaan kas Negara. Pemerintah 
Indonesia berupaya dalam hal sistem administrasi perpajakan. Sistem administrasi perpajakan 
di Indonesia sekarang dibandingkan beberapa tahun sebelumnya sangat berbeda. Hal ini 
terlihat dari pelaksanaan laporan bulanan dan laporan tahunan serta pengurusan administrasi 
perpajakan yang sekarang ini telah direformasi perpajakannya. Sistem administrasi perpajakan 
yang baik sekarang ini menjadi hal yang menarik dan sudah merupakan kewajiban di 
lingkungan, Direktorat Jenderal Pajak. 
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Salah satu Teknologi atau aplikasi-aplikasi yang dikembangkan Direktorat Jendral Pajak  
yang akan mempermudah administrasi perpajakan baik bagi wajib pajak maupun pegawai 
pajak yaitu e-Faktur.E-Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha 
Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan 
Jasa Kena Pajak (JKP). Sementara e-Faktur adalah Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi 
atau sistem elektronik yang ditentukan atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Maka 
dapat simpulkan bahwa teknologi tersebut memberikan kemudahan bagi PKP dalam membuat 
faktur pajak. Dengan memberikan kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya 
khususnya E-Faktur diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan PKP dalam melaksanakan 
kewajiban perpajakannya. Selain itu perlunya sosialisasi yang mendalam yang dilakukan 
Direktorat Jendral Pajak mengenai E-Faktur sehingga PKP dapat lebih memahami kewajiban 
perpajakannya.  
 









                  Sumber : KPP Pratama  Palembang Ilir Ttarimur, 2018 
  
Berdasarkan data tersebut target realisasi penerimaan pajak pertambahan nilai sebelum 
diterapkan e-Faktur pada tahun 2013 sebesar Rp 520.587.708.452 dan 2014 Rp 
550.892.895.538, setelah diterapkannya e-Faktur adanya kenaikan realisasi PPN pada tahun 
2015 sebesar Rp 681.929.011.072, pada tahun berikutnya penerimaan realisasi PPN 
mengalami kenaikan  tahun 2016 sebesar Rp 717.191.560.349 dan pada tahun 2017 sebesar Rp 
858.590.389.976. Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya penerapan e-
Faktur realisasi PPN setiap tahun mengalami kenaikan, dibandingkan dengan sebelum 
diterapkan e-Faktur. 
Selain aman, manfaat lain bagi pengusaha yang menggunakan e-Faktur adalah aplikasi e-
Faktur Pajak dapat membuat Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN sehingga PKP tidak perlu 
lagi membuatnya secara tersendiri. SPT Masa PPN merupakan sebuah form yang digunakan 
oleh Wajib Pajak Badan untuk melaporkan penghitungan jumlah pajak baik untuk melapor 
(PPN) maupun Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) yang terhutang. Dalam perhitungan 
serta pengisian SPT PPN, PKP wajib mencantumkan daftar faktur pajak masukan dan faktur 
pajak keluaran. Selain itu berdasarkan UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM, 
tidak semua pajak masukan dapat dikreditkan. Rumitnya perhitungan PPN tersebut 
mengakibatkan tidak semua orang dapat mengisi SPT PPN dengan benar ketika pelaporan. 
Pembetulan SPT PPN merupakan salah satu contoh biaya kepatuhan yang dikeluarkan oleh 
Wajib Pajak. Atas pembetulan SPT PPN kurang bayar, denda yang dikenakan adalah sebesar 
2% per bulannya. Walaupun banyak kemudahan dalam penerapan e-faktur perlu dilihat juga 
kendala-kendala yang timbul dalam penerapan e-faktur seperti kendala geografis Indonesia 
yaitu negara kepulauan, dengan kondisi-kondisi geografis seperti ini tentu akan terjadi 
perbedaan pembangunan dan fasilitas dalam penggunaan sistem elektronik atau internet. 
Menurut Deli dari PT Thamrin Brother (2018) mengatakan bahwa penggunaan E-faktur 
sudah dilakukan lebih dari satu tahun dan wajib pajak mempelajari E-faktur dalam waktu 
seminggu melalui sosialisasi, mengikuti seminar dan melihat tutorial sehingga dengan cara 
tersebut wajib pajak sudah dapat menggunakan E-faktur dengan baik. Sebelum penggunaan E-
faktur, dalam hal perhitungan dan pengisian menggunakan cara input manual masih ada yang 
keliru atau terjadi kesalahan, sehingga waktu yang dibutuhkan juga lama. Namun setelah 
adanya E-faktur perhitungan dan pengisian bisa lebih teliti, praktis, lebih cepat, hemat waktu 
Tahun Target Realisasi 
2013 - 520,587,708,452 
2014 631,483,555,034 550,892,895,538 
2015 834,392,373,809 681,929,011,072 
2016 765,919,163,809 717,191,560,349 
2017 976,977,868,000 858,590,389,976 
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maupun tenaga dan database lengkap. Selain itu, adanya tanggapan wajib pajak mengenai 
penggunaan E-faktur yang mengatakan bahwa penggunaan E-faktur mudah digunakan tetapi  
bergantung pada jaringan, terkadang maintance dari server sulit dari upload faktur pajak serta 
lebih praktis dari pada sebelum menggunakan E-faktur. 
Dari fenomena yang terjadi di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih 
lanjut mengenai e-faktur dengan judul “PENGARUHPERSEPSI KEMUDAHAN 
PENERAPAN E-FAKTUR TERHADAP EFEKTIVITAS PELAPORAN PAJAK (Studi 
Pada Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di KPP PratamaPalembang Ilir Timur)”. 
 
1.2 Rumusan Masalah  
Bagaimana pengaruh Persepsi penerapan e-Faktur terhadap efektivitas pelaporan pajak? 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Menganalisis pengaruh Persepsi kemudahan dengan menggunakan e-Faktur yang 
signifikan terhadap efektivitas pelaporan pajak.  
 
2. TINJAUAN PUSTAKA 
2.1 Landasan Teori 
2.1.1 Technology Acceptance Model (TAM) 
Menurut Prasetya (2016) Technology Acceptance Model (TAM) atau model 
penerimaan teknologi pertama kali dikembangkan oleh Davis (1986) yang merupakan 
pengembangan dari teori perilaku berencana (Theory of Reasoned Action / TRA). Teori 
TRA dikembangkan menjadi model TAM dengan menambahkan varibel-variabel utama 
yakni: 
a. Persepsi Kemudahan menggunakan ( perceived case of use) 
     Maksud dari persepsi kemudahan disini bahwa wajib pajak yang akan melakukan 
pembayaran pajak dapat memperoleh kemudahan dalam menggunakan fasilitas 
aplikasi yang disediakan oleh DJP ketika akan melakukan pembayaran e-faktur. 
b. Perilaku keinginan untuk menggunakan dan menerapkan  
           Merupakan keinginan dari wajib pajak yang akan melakukan pembayaran untuk 
menggunakan dan menerapkan fasilitas layanan. 
 
2.1.2 Pajak 
menurut Undang-Undang Nomor 28 Pasal 1 Angka 1 Tahun 2007  dalam (Herry 
Purwono, 2010, h.7) adalah :“Pajak adalah kontribusi Wajib Pajak kepada negara yang 
terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-
Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 
keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” 
 
2.1.3 Persepsi 
      Persepsi menurut kamus besar Bahasa Indonesia (2005, h.807) ialah:  Persepsi adalah  
tanggapan atau penerimaan langsung dari sesuatu, atau merupakan proses seseorang untuk 
mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. Jadi secara umum, persepsi dapat 
diartikan sebagai proses pemilihan, pengelompokan dan penginterprestasian berdasarkan 
pengalaman tentang peristiwa yang diperoleh melalui panca inderanya untuk 
menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.   
 
2.1.4 E-Faktur 
E-Faktur adalah Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang 
ditentukan dan/atau disediakan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. 
Penggunaan Faktur Pajak Elektronik diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
151/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau 
Penggantian Faktur Pajak. Berdasarkan peraturan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak 
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menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara 
Pembuatan dan Pelaporan Faktur pajak Berbentuk Elektronik.  Kewajiban pembuatan e-
Faktur dikecualikan atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang 
dilakukan oleh pedagang eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Peraturan 
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012. 
 
2.1.5 Pelaporan e-Faktur 
         Ketentuan mengenai kewajiban pelaporan faktur pajak atau e-Faktur terdapat dalam 
pasal 11 PER-16/PJ-2014 yaitu: 
a. E-faktur wajib dilaporkan oleh PKP ke DJP dengan cara di unggah (upload) ke 
DJP dan memperoleh persetujuan dari DJP. 
b. Pelaporan e-Faktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 
menggunakan aplikasi atau sistem elektronik yang telah ditentukan dan 
disediakan DJP. 
c. DJP memberikan persetujuan untuk setiap e-Faktur yang telah diunggah (upload) 
sepanjang Nomor seri. 
 
2.2 Kerangka Pemikiran 
Untuk mempermudahpemahaman tentang hal yang telah dibahas sebelumnya, maka kerangka 
peneliti terhadap permasalahan pokok yang akan dianalisis adalah : 
 
   
 
Sumber: Penulis, 2018 
 
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 
 
2.3 Hipotesis 
Berdasarkan penjelasan dan paradigm penelitian diatas, penulis merumuskan hipotesis 
yaitu : 
  H1 : Persepsi Kemudahan Penerapan e-Faktur berpengaruh terhadap efektivitas pelaporan 
pajak 
 
3. METODE PENELITIAN 
3.1 Pendekatan Penelitian 
Pendekatan penelitian kuantitatif menurut Sugiyono (2014: 7) dapat diartikan sebagai 
metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada 
populasi sampel tertentu,pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data 
bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. 
 
3.2 Objek/Subjek Penelitian 
Objek penelitian adalah wajib  pajak yang menerapkan e-Faktur. Sedangkan subjek 
penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur. 
 
3.3 Teknik Pengambilan Sampel 
Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang menerapkan e-faktur pada Kantor 
Pelayanan Pratama Palembang Ilir Timur pada tahun 2017 sebesar 1.366 wajib pajak Badan..   
Sedangkan Sampel yang dibutuhkan untuk menjawab kuesioner dengan menggunakan rumus 










3.4 Jenis Data 
Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. 
Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari hasil kuesioner. Sedangkan 
sekunder digunakan dalam pengambilan data wajib yang menerapkan e-Faktur  yang terdaftar di 
KPP Pratama Palembang Ilir Timur. 
 
3.5 Teknik Pengumpulan Data 
Menurut penelitian Sugiyono, 2017:137 Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara 
yang dilakukan untuk memperoleh data dan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam 
penelitian. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dengan cara kuesioner, wawancara, 
dan observasi. 
 
3.6 Teknik Analisis Data 
3.6.1 Uji Instrumen Data  
3.6.1.1Uji Validitas  
Suatu instrumen dikatakan valid apabila r hitung > r tabeldan instrumen dikatakan 
tidak valid apabila r hitung < r tabel sesuai dengan metode Corrected Item-Total 
Correlations. 
 
3.6.1.2 Uji Reliabilitas  
Reliabilitas menunjukkan konsistensi dan stabilitas nilai hasil skala pengukuran 
tertentu. Suatu instrumen dikatakan reliabel apabila nilai Cronbach’s Alpha > 0,7 
(Ghozali, 2016 hal:43). 
 
3.6.1.3 Method of Successive Interval (MSI) 
Menurut Ghozali (2016 hal:50), Method of Successive Interval (MSI) adalah suatu 
metode untuk mentransfer data berskala ordinal menjadi interval. 
 
3.6.2 Uji Asumsi Klasik 
3.6.2.1 Uji Normalitas 
Menurut Ghozali (2016, hal:154) Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah 
model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. 
 
3.6.2.2 Uji Heteroskedastisitas 
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 
terjadi ketidaksamaan varian dari residual atau pengamatan kepengamatan lain. Jika 
varian dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut 
homoskedastisitas dan model regresi yang baik adalah tidak terjadi 
heteroskedastisitas. 
 
3.6.2.3 Uji Multikolineritas 
Menurut Imam Ghozali (2016, hal:103), uji multikolineritas bertujuan untuk 
menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas 
(independen). 
 
3.6.2.4 Uji Linearitas 
Uji linearitas digunakan untuk melihat apakah spesifikasi model yang digunakan 
sudah benar atau tidak. Apakah fungsi yang digunakan dalam studi empiris 
sebaiknya berbentuk linear, kuadrat atau kubik. 
 
3.6.2.5 Analisis Regresi Sederhana 
 Analisis regresi liniear sederhana adalah hubungan secara linear antara satu 






   
Keterangan:  
 
Y’ =  Efektivitas Pelaporan Pajak 
      X = Penerapan e-Faktur 
      a = Konstanta (nilai Y’ apabila X = 0) 
b = Koefisien Regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan) 
 
3.6.3 Uji Hipotesis 
3.6.3.2 Uji t 
Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen 
secara individual dalam menerangkan variasi variabel independen (Ghozali, 2016). 
3.6.3.3 Koefisien Determinasi ( R2 ) 
Koefisien determinasi ( R2 ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan 
model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi 
berada di antara nol dan satu.Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel–variabel 
independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati 
satu berarti variabel-varibel independen memberikan hampir semua informasi yang 




4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 
Berdasarkan Pasal 76 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
132/PMK.01/2006 tanggal 22 Desember 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 67/PMK.01/2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 Organisasi dan Tata Kerja Kantor 
Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP), Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak 
Besar, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya, dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, dan 
Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), Kantor Pelayanan  Pajak 
(KPP) Pratama  adalah instansi vertkal DJP yang berada di bawah dan bertanggung jawab 
langsung kepada Kepala Kantor Wilayah. Dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Palembang Ilir Timur yang daerah administrasinya meliputi Kecamatan Ilir Timur I, Kecamatan 
Ilir Timur II, Kecamatan Kemuning, Kecamatan Kalidoni dan Kecamatan Sako bertanggung 
jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka 
Belitung yang berkedudukan di Palembang. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak 
Nomor : KEP-159/PJ/2008 Tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja dan Saat Mulai 
beroperasinya Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi, Kantor 
Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal 
Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah dan Kantor Wilayah Kalimantan Barat Serta Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan di 
Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara II, Kantor Wilayah 
Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak 
Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung, dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal 
Pajak Bengkulu dan Lampung, saat mulai beroperasinya KPP Pratama Palembang Ilir Timur 










4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan 
4.2.1 Uji Instrumen Data 
4.2.1.1 Uji Validitas 










X.P1 0,385 0,1660 Valid 
X.P2 0,367 0,1660 Valid 
X.P3 0,574 0,1660 Valid 
X.P4 0,343 0,1660 Valid 
X.P5 0,394 0,1660 Valid 
X.P6 0,406 0,1660 Valid 
X.P7 0,351 0,1660 Valid 
Y 
Y.P1 0,536 0,1660 Valid 
Y.P2 0,472 0,1660 Valid 
Y.P3 0,479 0,1660 Valid 
Y.P4 0,526 0,1660 Valid 
Y.P5 0,335 0,1660 Valid 
Y.P6 0,497 0,1660 Valid 
Y.P7 0,498 0,1660 Valid 
Y.P8 0,598 0,1660 Valid 
Y.P9 0,610 0,1660 Valid 
                                 Sumber : Data diolah SPSS 23, 2018 
 
Dari hsil analisis dapat dilihat bahwa nilai corrected total-item correlation (r 
hitung) dari masing-masing variabel > dari nilai r tabel sebesar 0,1660. Karena koefisien 
korelasi dari 16 butir pernyataan tersebut lebih besar dari 0,1660, maka dapat 
disimpulkan bahwa ke 16 butir instrumen pertanyaan tersebut dinyatakan valid dan 
dapat dipergunakan untuk penelitian. 
 
4.2.1.2 Uji Reliabilitas 








X 0,674 0,6 Reliabel 
Y 0,808 0,6 Reliabel 
  Sumber : Data diolah SPSS 23, 2018 
 
Pada butir pernyataan/pertanyaan yang diberikan cronbach’s alpha> 0,6 
sehingga dapat dinyatakan bahwa kuesioner tersebut telah reliabel dan setiap 
pernyataan/pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner ini dapat disebarluaskan kepada 
responden sebagai instrumen dalam penelitian ini. 
 
4.2.1.3 Method of Successive Interval (MSI) 
Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini berupa data kuesioner yang 
menggunakan skala ukur ordinal. Sedangkan salah satu syarat untuk dapat 
digunakannya analisis regresi (parametrik) adalah data diharuskan berskala ukur metrik 
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(minimal interval atau rasio). Oleh karena itu, sebelum data diolah lebih lanjut dalam 
pengujian selanjutnya, data yang diperoleh akan dinaikkan skala ukurnya menjadi 
interval dengan menggunakan metode MSI (Method of Successive Interval). 
 
 
4.2.2 Uji Asumsi Klasik 
4.2.2.1 Uji Normalitas 
Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas 
Keterangan Unstandardized Residual 
Nilai Kolmogorov Smirnov 0.074 
Asymp. Sig. (2-tailed) 0.058 
Sumber : Data diolah SPSS 23, 2018 
Besarnya nilai Kolmogorov Smirnov adalah sebesar 0,074 dengan signifikansi 
0,058 yang berarti bahwa nilai asymp. sig. (2-tailed)> 0,05, sehingga dapat 
disimpulkan bahwa seluruh variabel independen dan dependen yang digunakan dalam 
pengujian mempunyai distribusi data yang normal dan dapat dilakukan pengujian 
lebih lanjut karena asumsi kenormalan data telah terpenuhi. 
 
4.2.2.2 Uji Heteroskedastisitas 
Tabel 4.4 Hasil Uji Heteroskedastisitas 
Model Sig. 
Persepsi kemudahan Penerapan e-Faktur (X) 0,850 
Sumber : Data diolah SPSS 23, 2018 
Diperoleh nilai signifikansi dari variabel independen adalah 0,850 bernilai lebih 
besar dari 0,05, yang artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel 
independen terhadap nilai absolut residualnya.  
 
4.2.2.3 Uji Linearitas 
Tabel 4.5 Hasil Uji Linearitas 
Keterangan Sig. 
Y * X1  Between Groups     Linearity 0,000 
Sumber : Data diolah SPSS 23, 2018 
Berdasarkan tabel diatas, nilai sig. linearity pada X terhadap Y adalah  0,000, 
yang berarti nilai sig. linearity < 0,05. Hal ini membuktikan bahwa nilai tersebut 
memperoleh informasi model impiris yang bersifat linearitas. 
 
4.2.2.4 Analisis Regresi Linear Berganda 
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Dari tabel di atas, diperoleh persamaan regresi linear berganda adalah sebagai berikut : 
Y = 5,352+1,067 X  
  
Keterangan: 
X = Persepsi kemudahan penerapan e-Faktur 
Y = Efektivitas Pelaporan pajak 
 
 
4.2.3 Uji Hipotesis 
4.2.3.1 Uji t 
Tabel 4.8 Hasil Uji t 
Model T Sig. 
Persepsi kemudahan penerapan e-Faktur (X) 13,724 0,000 
Sumber : Data diolah SPSS 23, 2018 
 
Berdasarkan hasil penelitian di atas, variable X mempunyai nilai signifikan 0,000 
< 0,050 dengan t hitung sebesar 13,724 dan t tabel 1,977 yang berarti t hitung > t tabel, 
berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Persepsi kemudahan penerapan e-
Faktur terhadap Efektivitas pelaporan pajak. 
 
4.2.3.3Uji Koefisien Determinasi (R2) 
   Tabel 4.9 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) 
Model R Square 
1 0,577 
Sumber : Data diolah SPSS 23, 2018 
 
Dari tabel diatas, menunjukkan nilai R Square sebesar 0,577 artinya persentase 
pengaruh persepsi kemudahan penerapan e-Faktur terhadap Efektivitas pelaporan pajak 
hanya sebesar 57,7%, sedangkan sisanya 42,3% dipengaruhi oleh banyak faktor lain 
yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. 
 
5. KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1  Kesimpulan 
    Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa Persepsi 
Kemudahan Penerapan e-Faktur berpengaruh yang signifikan terhadap Efektivitas Pelaporan 
Pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Timur. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya 
Penerapan e-Faktur memudahkan wajib pajak dalam pengisian faktur dan melaporkan PPN, 
maka akan semakin besar pula tingkat efektivitas pelaporan pajak dalam membayar pajak. 
Adanya pengaruh persepsi kemudahan penerapan e-Faktur terhadap efektivitas pelaporan 
pajak disebabkan karena wajib pajak merasakan manfaat dari penerapan e-Faktur. Dengan 
pelatihan yang diberikan langsung oleh KPP Pratama Palembang Ilir Timur dan membutuhkan 
waktu yang lama, maka akan berdampak pada wajib pajak ialah tingkat wajib pajak dalam 
membayar dan melaporkan e-Faktur semakin meningkat dan banyaknya pula yang ingin 
membuat e-Faktur yang disebabkan syarat-syarat yang diterapkan cukup mudah dilaksanakan 
oleh wajib pajak dengan bantuan teknologi yang sudah terbilang baik pula yang dapat 
menyelesaikannya dengan cepat.  
 
5.2 Saran 
Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka penulis akan memberikan beberapa 
saran untuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang  Ilir Timur dan peneliti selanjutnya 
yang akan dijabarkan sebagai berikut :  
10 
 
1. Saran untuk KPP Pratama Palembang Ilir Timur 
     Penerapan sosialisasi dan inovasi teknologi yang udah diterapkan diharapkan dapat 
dikembangkan secara terus menerus sehingga persepsi akan kemudahan akan terus 
meningkat dan memberikan dampak yang positif bagi pemasukan pajak daerah dengan 
harapan penyapaian pajak akan terus meningkat sesuai target yang ditentukan 
2. Saran untuk peneliti selanjutnya 
     Penelitian ini tidak terlepas dari kesalahan dan kelemahan. Untuk itu, penulis 
memberikan beberapa saran untuk peneliti selanjutnya agar penelitian selanjutnya dapat 
lebih baik lagi, yaitu : 
a. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas penelitian bukan hanya terbatas pada 
KPP Pratama Palembang Ilir Timur saja, namun dapat meneliti diluar Kota Palembang 
sehingga hasil data yang didapat lebih banyak supaya dapat menghasilkan hasil yang 
maksimal. 
b. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperbanyak sampel, menambah indikator 
dalam penelitian berikutnya dan menambah variabel independen lain yang dapat 
mempengaruhi efektivitas pelaporan pajak, seperti pengaruh penyuluhan perpajakan 
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